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Abstrak 
Abu Ubaid telah memberikan konsep zakat yang sangat holistik dan 
komperehensif jauh beberapa abad yang lalu sebelum undang-undang zakat 
tersebut dibuat melalui Kitâb Al-Amwâl. Ijtihad beliau dan para ulama 
terdahulu telah memberikan pilihan-pilihan terbaik dan tugas kita sebagai 
penerusnya mengambil pilihan terbaik dengan menambah inovasi yang 
mutakhir tanpa keluar dari jalur maqâshid syarî’ah yang telah digariskan. 
Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana relevansi antara pemikiran 
Abu Ubaid dalam bidang keuangan publik dibandingkan dengan UU 
pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 yang berlaku di Indonesia. 
Kata Kunci: Zakat, Abu Ubaid, Undang-undang 
 
Abstract 
Abu Ubaid gave the concept of zakat which was very holistic and 
comprehensive far a few centuries ago before the zakat law was made through 
Kitâb Al-Amwâl. His Ijtihad and the previous scholars have given the best 
choices and our duty as successors to take the best choices by adding the latest 
innovations without leaving the path of the maqâshid syarî'ah outlined. In this 
study we will analyze how the relevance between Abu Ubaid's thoughts in the 
field of public finance compared to the zakat management law No. 23 of 2011 
which applies in Indonesia. 
Keywords: Zakah, Abu Ubaid, Law 
 
A. PENDAHULUAN 
Pada prakteknya, konsep fikih zakat menyebutkan bahwa 
sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim 
dengan pihak defisit muslim. Hal ini bertujuan untuk pemerataan 
pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan 
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kelompok yang defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki). Bahkan 
zakat bukan saja sistem yang mengatur tujuan manusia dalam dimensi 
dunia, akan tetapi lebih dari itu juga mempunyai implikasi untuk 
kehidupan di akhirat (Huda, 2009). Pada masa Rasulullah dan para 
sahabatnya, pengelolaan zakat merupakan tanggungjawab penuh 
pemerintah. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat menarik zakat 
dari pihak yang mampu (orang kaya) dan memberikan sanksi kepada 
mereka jika menolak membayar zakat. Dalam hal ini, Abu Ubaid 
melalui karyanya Kitâb Al-Amwâl, menguraikan konsep tentang zakat 
sebagai salah satu dari tiga institusi keuangan publik pada masa 
Rasulullah, para al-Khulafâ`a al-Râsyidûn dan pada masa Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz. 
Peran Abu Ubaid dalam dunia zakat sangat besar khususnya 
yang terkandung di dalam Kitab al-Amwal. Kitab al-Amwal 
merupakan rujukan utama dan terlengkap bagi para ulama setelahnya 
terutama dalam kajian tentang keuangan publik. Kitab tersebut 
tergolong kitab klasik pertama dalam khazanah dunia perekonomian 
Islam yang memiliki keutamaan dibanding dengan buku klasik 
ekonomi Islam lainnya, karena kitab al-Amwal ini berisi kumpulan 
hadits dan atsar para sahabat yang berhubungan dengan perilaku, 
kebijakan, keputusan serta ijtihad yang berhubungan dengan harta 
keuangan publik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. 
dan para sahabat. Begitu juga  mengenai pengelolaan zakat yang 
merupakan bagian dari keuangan publik Islam. 
Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah menjadi satu 
kekuatan tersendiri bagi perkembangan Islam baik secara kultural 
maupun struktural. Dalam UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 
tersebut, ada beberapa yang kurang dijelaskan secara ideal dan kurang 
sesuai dengan apa yang tersirat dari kehendak syara’. Seperti 
bagaimana peran pemerintah yang sesungguhnya dalam pelaksanaan 
kewajiban zakat dan pengelolaannya. Selain itu, kelemahan dari UU 
nomor 38 tahun 1999 ini lebih merupakan himbauan moral saja, bukan 
sebuah ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Buktinya, 
tidak ada pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mau 
membayar zakat (Aflah, 2006). 
Dengan sistem pengelolaan zakat yang berlaku saat itu, tentu 
sasaran daripada dana zakat akan jauh dari harapan umat Islam secara 
keseluruhan baik para aghniyâ’ maupun fuqarâ’ sehingga diperlukan 
al-Mizan, Vol. 3, No.1, Hlm. 1-136, Februari 2019, ISSN : 2085-6792 
 
 
|83  
ANALISA UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT NO.23 
TAHUN 2011 DALAM PERSEPKTIF                                                              
ABU UBAID AL-QASIM AL-BAGHDADI 
Sultan 
perubahan yang signifikan dalam hal pengelolaan zakat yaitu dengan 
menyusun UU yang baru demi terlaksananya pengelolaan zakat yang 
menjangkau harapan syara’ dan masyarakat. Maka dari itu pemerintah 
dengan segala upaya melalui aspirasi para ulama, masyarakat dan 
pemerintah itu sendiri mengajukan Rancangan Undang-undang 
tentang pengelolaan zakat agar dapat dilegalkan sebagai UU oleh para 
wakil rakyat di DPR. Hal ini demi terciptanya aturan memiliki 
kekuatan hukum sehingga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang 
diinginkan.  
Pada bulan Oktober tahun 2011 yang lalu, DPR sebagai 
legislator telah menyetujui Rancangan Undang-undang Zakat, infaq 
dan shadaqoh yang diajukan oleh pemerintah sebagai pengganti UU 
sebelumnya. Selanjutnya diberi nomor 23 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat.  
Undang-undang yang baru ini mengamanahkan pengelolaan 
zakat akan dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Dengan 
sistem ini, diharapkan dapat melindungi dana umat agar terkelola 
dengan baik sesuai dengan konsep pengelolaan zakat secara syar’i.  
Abu Ubaid telah memberikan konsep zakat yang sangat holistik 
dan komperehensif jauh beberapa abad yang lalu sebelum undang-
undang zakat tersebut dibuat melalui Kitâb Al-Amwâl. Ijtihad beliau dan 
para ulama terdahulu telah memberikan pilihan-pilihan terbaik dan 
tugas kita sebagai penerusnya mengambil pilihan terbaik dengan 
menambah inovasi yang mutakhir tanpa keluar dari jalur maqâshid 
syarî’ah yang telah digariskan. 
Pembatasan dan Perumusan Masalah 
Zakat seharusnya menjadi sumber kekayaan negara yang dapat 
mengentasi kemiskinan serta membantu perekonomian umat. Hal ini 
menunjukkan bahwa kapan dan di manapun zakat harus dikelola. 
Pengelolaan zakat yang baik harus melalui wewenang pemerintah 
sebagai wadah untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya yang 
mayoritas umat Islam ini melalui berbagai cara dan upaya.  
Dari uraian tersebut, maka pokok masalah dalam tulisan ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana Pengelolaan Zakat 
menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?, dan (2) 
Bagaimana Pemikiran dan Relevansi Pemikiran Abu Ubaid dengan 
Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat? 
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B. METODE PENELITIAN 
1. Metode Penelitian: 
Metode penelitian ini adalah kualitatif, dimana variable dan 
data yang di analisis bersifat kualitatif. Penelitian ini juga 
menggunakan metode deskriptif (descriptive research) dengan 
pendekatan analisis. Tujuan dari penelitian descriptif ini adalah untuk 
membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat 
mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena pada objek 
penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, untuk kemudian 
dianalisis. 
2. Sumber data 
Secara umum data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data-data primer dan sekunder yang telah di publikasikan 
seperti Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat dan kitab-kitab Fiqh 
Islam terkait dengan hukum zakat dan sistem pengelolaannya serta 
referensi dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan 
penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). Dalam 
penelitian ini penulis mencari data-data, literatur-literatur dan referensi 
yang berkaitan dengan tema penelitian  serta pembahasannya. Dari 
penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kerangka teori dan 
konsep yang dapat mendukung pokok pembahasan dalam penelitian 
ini. 
4. Teknik Pengelolaan Data 
Semua materi dijelaskan dan di analisa serta diletakkan secara 
kronologis, kemudian diuji/dianalisa korelasi dan relevansinya antara 
UU yang ada dengan Fiqih Islam dan aplikasinya pada pengelolaan 
zakat di Indonesia. 
C. PEMBAHASAN 
Dari kandungan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat 
penulis, ada persoalan yang perlu dikritisi dan dianalisa lebih dalam. 
Kritik ini ditujukan bagi penyempurnaan konsep undang-undang 
tersebut. Selanjutnya, dengan beberapa analisa diharapkan undang-
undang terebut dapat lebih mendekati inti dari tujuan dibentuknya 
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hukum (maqasid syari’ah) dalam hal zakat sebagaimana telah dilakukan 
oleh ulama klasik Abu Ubaid yang berhasil memberikan konsep zakat 
sebagai bagian dari sistem keuangan publik pada suatu negara.  
1. Pengelolaan Zakat oleh Negara 
Hubungan pemerintah dengan zakat sangatlah erat. Hal ini 
berdasarkan apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw bahwa 
pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan 
mendistribusikan zakat dikalangan umat Islam. Pada masa 
kepemimpinan Rasulullah saw, pengelolaan zakat dilakukan dengan 
menunjuk seorang utusan yang dipercaya oleh beliau untuk 
mengambil zakat pada suatu suku atau daerah tertentu. Anggapan 
bahwa zakat dibayarkan pada pemerintah dan bukan hanya kepada 
individu Rasulullah SAW muncul pada masa kekhalifahan Abu Bakar. 
Khalifah pertama, Abu Bakar As-Shiddieq sangat berperan dalam 
menjelaskan dua karakteristik zakat yaitu politik dan religius. Hal ini 
di latar belakangi oleh sebagian orang yang berasal dari suku Arab 
badui yang baru memeluk agama Islam  menganggap bahwa zakat 
adalah pendapatan pribadi Rasulullah (Qardhawi, 1994). 
Ketika khalifah Abu Bakar membuat kebijakan untuk 
memerangi suku-suku seperti itu sebenarnya mengundang reaksi 
dari para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Namun ketika Abu 
Bakar menjelaskannya dengan sudut pandang yang brilian, 
ketidaksetujuan Umar pun luntur. Terbukti bahwa kebijakan Khalifah 
ketika itu berhasil menyelesaikan kesalahpahaman tentang zakat 
diantara kaum muslimin. Kebijakan untuk memerangi para 
pemberontak zakat pada akhirnya tidak hanya mengamankan 
struktur keuangan negara, tetapi juga keseluruhan struktur Dien al-
Islam. Peranannya dalam menegaskan kewajiban membayar zakat 
kepada pemerintah Muslim sangat berarti dalam perkembangan 
keuangan Publik Islam. Inilah yang diharapkan dari pengelolaan 
zakat oleh negara (penguasa), ada semangat kebersamaan antara 
penguasa dan rakyat (Qardhawi, 1994). 
Mengenai penyerahan zakat kepada penguasa, Abu Ubaid 
mengutip hadits dari Ibnu Sirin.  
 نم وأ ملسو هيلع الله ىلص يبنلا ىلإ عفُدت لاق وأ عفُرت ةقدصلا تناك لاق نيريس نبا نع
،هب رمأ نم وأ ،ركب يبأ ىلإو ،هب رمأ  رمأ نم وأ ،نامثع ىلإو ،هب رمأ نم وأ ،رمع ىلإو
 نمم ناكو .اهمسقي نم مهنم و ،مهيلإ اهُعفدي نم مهنِم ناكف ،اوفلتخا نامثع لتق املف ،هب
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 موق ىلع ّنبتعي لاو الله قتيلف لجر اهَمَسق نإ نيريس نبا لاق لاق .رمع نبا مهيلإ اهُعفدي
هلثم ارش وأ هلثم يتأي مث ائيش 
“Dari Ibnu Sirin, ia berkata, “sebelumnya zakat itu diserahkan kepada 
Rasulullah atau orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelolanya. 
Kemudian zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang 
dipercayakan untuk mengelolanya. Kemudian zakat diserahkan kepada Umar 
atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Kemudian zakat 
diserahkan kepada Utsman atau kepada orang yang telah diresmikan untuk 
mengelolanya. Ketika Utsman terbunuh, maka mereka berbeda pendapat. Ada 
di antara mereka yang masih menyerahkan zakat kepada para penguasa dan 
ada juga di antara mereka yang membagikan zakat secara langsung tanpa 
diserahkan kepada penguasa. Diantara orang yang masih menyerahkan zakat 
kepada penguasa adalah Ibnu Umar”. Ibnu Sirin berkata “jika seseorang itu 
membagi zakat hartanya sendiri hendaklah dia bertakwa kepada Allah. 
Janganlah mencela kepada suatu kaum dengan cara apapun. Sehingga setelah 
itu ia akan melakukan pembalasan yang sama dengannya atau lebih jahat dari 
apa yang telah dilakukan”. 
Dari hadits di atas diketahui adanya pasang surut zakat sebagai 
institusi keuangan publik Islam. Keadaan bertambah buruk setelah 
periode khalifah ke empat (Ali Bin Abi Thalib) akibat tumbuhnya 
persepsi dalam masyarakat bahwa pemerintah tidak memiliki 
komitmen terhadap agama. Oleh sebab itu, Abu Ubaid membahas 
masalah pembayaran zakat kepada pemerintah ini dalam satu bab 
khusus berjudul “Membayar Zakat Kepada Pemerintah serta Perbedaan 
Pendapat Ulama Mengenainya” dalam Kitab al-Amwal. 
Pada keterangan lain, menyerahkan zakat kepada penguasa 
sangat dianjurkan oleh Abu Ubaid. Hal ini dapat diketahui dari 
banyaknya hadits dan atsar sahabat maupun tabi’in. Namun ada 
perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika penguasa yang 
bertindak sebagai amil tidak amanah. Di antara hadits yang tetap 
mengisyaratkan bahwa zakat tetap diberikan kepada penguasa, yaitu:  
 نم ىلإ ةاكزلا تيأرأ :لاقف ،لجر رمع نبا ىتأ(( :لوقي مكحلا ابأ تعمس :لاق ةداتق نع
))مهِدئاوم ىلع بلاكلا موحل اهب اوعّزمت نإو ،ِءارملأا ىلإ اهعفدا :لاقف ؟اهُعفدأ 
“Dari Qatadah, ia berkata, “saya pernah mendengar Abu al-Hakam berkata, 
“ada seorang lelaki yang datang kepada Ibnu Umar, lalu berkata, ‘bagaimana 
pendapatmu, kepada siapakah zakat harus diserahkan?’ Ibnu Umar menjawab, 
‘serahkanlah zakat itu kepada para penguasa, walaupun mereka 
memperebutkan dan menyantap daging anjing di meja makan mereka’”.  
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Abu Ubaid selanjutnya mengutip beberapa hadits yang 
memperbolehkan penyaluran zakat langsung kepada para mustahik-
nya, yaitu: 
 اي :تلقف ،باطخلا نب رمع تيتأ(( :لاق يربقملا ديعس يبأ نعنينمؤملا ريمأ ،
 :لاقف .معن :تلقف ؟ناسيك اي تقتعأ :لاقف .مهرِد يتئامب هتيتأو .يلام ةاكز هذه
))َاهمسقاف تنأ اهِب بهذاف 
Dari Abu Sa’id ibnul-Maqbari, ia berkata, “saya pernah mendatangi Umar bin 
al-Khatthab. Lalu saya berkata kepadanya, ‘Wahai Amirul Mukminin, ini 
adalah zakat hartaku. Saya pernah membawakannya sebanyak dua ratus 
dirham.’ Lalu Umar berkata, ‘apakah engkau telah merdeka, wahai Kaysan?’ 
Saya jawab, “Ya. ‘Umar berkata, ‘pergilah engkau dan bagikanlah harta 
zakatmu itu.” 
Selanjutnya di dalam Kitab al-Amwal, Abu Ubaid berkata, 
“Seluruh atsar yang telah kami sebutkan yaitu penyerahan zakat harta 
kepada para penguasa dan kemudian membagikannya secara langsung 
merupakan pendapat yang mesti dilakukan. Yang demikian hanya 
boleh dilakukan pada zakat emas dan perak secara khusus. Apabila si 
pemilik emas dan perak menyerahkan zakat hartanya kepada penguasa 
atau membagikannya sendiri, maka yang demikian sudah bisa 
dikatakan bahwa ia telah menunaikan kewajiban membayar zakat 
harta yang telah diwajibkan atasnya.” Adapun zakat binatang ternak, 
biji-bijian dan buah-buahan maka zakat ini mesti diserahkan kepada 
para pemimpin. Pemilik harta tidak boleh menyerahkan zakatnya 
selain kepada pemimpin saja. Apabila si pemilik membagikannya 
sendiri dan menyerahkan kepada para mustahaknya sesuai dengan 
yang telah digambarkan oleh Al-Qur’an maka ia tetap dianggap belum 
membayar zakat. Sebab terdapat sunnah dan berbagai atsar yang telah 
memisahkan antara sektor binatang ternak, buah-buahan dan biji-bijian 
dengan sektor emas dan perak. 
Pemaparan Abu Ubaid apabila zakat dipungut oleh Negara, 
keuntungannya antara lain: pertama, para wajib zakat lebih disiplin 
dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin 
haknya. Kedua, perasaan fakir miskin lebih dapat terjaga, tidak merasa 
seperti orang yang meminta-minta. Ketiga, pembagian zakat akan lebih 
tertib. Keempat, zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum 
seperti fî sabîlillah  dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah 
lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya (Kemenag, 2013). 
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Pengawasan yang diperlukan terhadap lembaga zakat 
mencakup audit syari’ah, audit keuangan, audit manajemen audit 
operasional, audit kinerja dan audit program.  Penulis berpendapat 
bahwa jika melihat dari perkembangan hukum positif di Indonesia dan 
yang terakhir adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengeleloaan Zakat, pemerintah Indonesia telah melakukan apa yang 
seharusnya dikerjakan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikuatkan 
oleh beberapa kebijakan pemerintah dalam kurun waktu yang lama 
telah melahirkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan zakat 
meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan maqashid syari’ah. 
Sebagaimana telah dijelaskan pasang surut sejarahnya pada bab 
sebelumnya. 
Maka dalam tataran praktisnya secara manajerial, melalui UU 
Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah membentuk 
lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS dalam berbagai tingkatan 
mulai dari pusat hingga Kabupaten atau Kota. BAZNAS merupakan 
badan khusus yang menangani pengelolaan zakat mulai dari 
penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada setiap 
wilayah dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. BAZNAS pada 
setiap wilayahnya, diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan 
masyarakat dalam membayar zakat (bagi muzakki) dan mendapatkan 
manfaat zakat (bagi mustahik) sehingga terwujud kesejahteraan yang 
merata di wilayahnya masing-masing. LAZ yang dibentuk oleh 
masyarakat harus memiliki izin operasional dari pemerintah sebagai 
mitra pemerintah dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. 
2. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat dan Pendistribusiannya 
Pada awal masa Islam, yakni masa Rasulullah saw dan para 
sahabat, pengelolaan zakat telah berlangsung dengan baik dibawah 
arahan dan bimbingan Rasulullah saw. Citra baik mengenai 
pengumpulan zakat pada masa itu dilakukan dengan cara 
mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia 
pengumpulan zakat. Maka jika mempelajari bagaimana praktek 
pengelolaan dana zakat yang diajarkan Rasulullah saw, terdapat dua 
karakter zakat yaitu karakter politis dan ritual/religius. Karakter politis 
dari zakat adalah salah satu yang membuat zakat menjadi sebuah 
lembaga keuangan publik, sebuah lembaga keuangan publik khusu 
karena karakter religiusnya. Walaupun pada masa Rasulullah saw 
kedua karakteristik zakat ini tidak terpisahkan, namun segera setelah 
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Rasulullah saw meninggal, muncul situasi dimana kedua hal tersebut 
harus diperlakukan terpisah. Di sini Abu Bakar berperan dalam 
menjelaskan dua karakteristik zakat pada akhirnya menciptakan 
pengelompokkan dua karakteristik zakat tersebut. 
Dalam kaitannya dengan pengumpulan dana zakat oleh ‘amil 
akan ditemukan bahwa hak pemerintah untuk menggunakan 
kekuasaan politiknya terbatas pada bentuk-bentuk harta benda yang 
tampak. Abu Ubaid mengemukakan bahwa hak ini hanya berlaku atas 
“amwal zhahirah” (kekayaan nyata) yang berbeda dari “amwal bathinah” 
(kekayaan tersembunyi). 
Bentuk kedua tersebut mengacu kepada bentuk-bentuk 
kekayaan yang dapat dengan mudah disembunyikan si pemilik, yang 
pada masa Abu Bakar mencakup juga uang, yaitu emas dan perak. 
Dalam hal ini, pemerintah tidak mempunyai kekuatan politik untuk 
memaksa orang membayar zakat atas jenis harta ini. Bertolak belakang 
dengan kekayaan nyata yang berada dalam wilayah karakteristik 
politik dari zakat. Kekayaan tersembunyi berada dalam wilayah 
karakteristik religius dari zakat, berada dalam kuasa Allah dan utusan-
Nya. Abu Ubaid menjelaskan bahwa Rasulullah saw dan khalifah-
khalifah setelahnya tidak pernah menggunakan kekuatan politiknya 
untuk yang berkaitan dengan kekayaan tersembunyi. 
Dari pembahasan di atas, perlu adanya perhatian lebih dari 
pemerintah dalam mengaplikasikan praktek zakat sebagaimana 
Rasulullah contohkan seperti adanya sensus kekayaan penduduk atau 
masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk bahan informasi amil 
dalam menarik dana zakat yang tersedia (harta nyata) seperti 
pertanian, peternakan, perkebunan dan usaha-usaha lain, tentunya 
dengan sosialisasi terlebih dahulu oleh pihak pemerintah sebagai 
pemegang otoritas pengelolaan zakat. Adapun harta tersembunyi 
seperti uang, emas dan sebagainya sebaiknya dikembalikan kepada 
kesadaran beragama si pemiliknya sehingga terciptanya suasana yang 
harmonis dan kondusif. Keadaan seperti inilah yang dikehendaki 
syara’ sesuai contoh dari Rasulullah dan generasi terbaik setelahnya. 
Abu Ubaid memberikan contoh yang baik di mana pemilik 
kedua jenis kekayaan tersebut harus membuat dokumen untuk 
pengumpul pajak. Keputusan yang berbeda dapat dihasilkan dari 
perbedaan posisi kekayaan tersembunyi dan nyata. Ia menjelaskan:  
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في اممو وأ ،يل وه سيل : لاقف ،رشاع ىلع ِتماصلا هلامب ّرم ْول لاجر ّنأ :اضيأ امهنيب قر
 ةقدص تيّدأ دق : قّدصملل لاق ِةيشاملا ّبر َّنأ ولو .كلذ ىلع اقّدصم ناك ،هتاكز تيّدأ دق
قّدصم هلبق ناك دق هنأ ملعي ْنأ لاإ ،ةقدصلا هنم ذخأي نأو ،هلوق لبقي لاأ هل ناك يتيشام    .  
“jika seseorang berjalan membawa uangnya melewati seorang pengumpul 
pajak, lalu ia berkata pada si pengumpul pajak, “ini bukan milikku” atau “aku 
sudah membayar zakat”, maka kata-katanya tersebut akan dipercaya. Akan 
tetapi jika pemilik hewan ternak berkata pada pengumpul zakat (mushaddiq), 
“aku sudah mengeluarkan zakat atas hewan ternakku ini”, maka si mushaddiq 
tidak perlu mempercayai kata-katanya itu, bahkan harus mengenakan zakat 
atas hewan ternak tersebut, kecuali ia tahu benar bahwa si pemilik hewan 
ternak itu berkata jujur”. 
Penulis menilai inilah maqashid syari’ah dari zakat yang 
bermakna ibadah dan mu’amalah secara bersamaan. Sebuah aturan 
Tuhan bagi hamba-Nya melalui perangkat ibadah zakat dalam 
mengukur ketaatan seorang hamba pada Tuhan dan mewujudkan 
keadilan sosial diantara mereka, dan pemerintahlah yang menjadi 
pelaku utama dalam mewujudkannya.  
Dengan sinergi yang lebih erat dengan pihak terkait seperti 
Kementerian Keuangan, mekanisme penghimpunan dana zakat akan 
lebih mudah diterapkan di negeri ini. Undang-undang yang disahkan 
pada tahun 2011 ini belum banyak menyinggung “sinergi” tersebut 
sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. 
Dalam UU tersebut, hanya ada 2 pasal yang memuat “sinergi” terkait 
dengan “pengurang pajak” yaitu pasal 22 dan 23. Sangat disayangkan 
jika sinergi yang harus dioptimalkan ini kurang memiliki penekanan 
yang kuat.  Bahkan penulis berpendapat jika saja dunia perbankan 
memiliki ide atau sejenis program “alarm” bagi nasabahnya untuk 
membayar zakat maka itu adalah sebuah perkembangan yang sangat 
baik dan menggembirakan bagi dunia perzakatan di Negara ini. 
Sebagai contoh, ketika uang itu disimpan di Bank atau safe deposit box 
dalam waktu yang lama yaitu mencapai haul dan nishab, Pemerintah 
memiliki wewenang dalam mengambil zakatnya dengan syarat ada 
persetujuan dari pemilik harta. Sehingga dalam pandangan penulis, 
pemerintah sudah melangkah lebih maju lagi dalam penerapan 
maqashid syari’ah terkait pengelolaan zakat dan lebih banyak lagi 
menggali potensi zakat pada masyarakat Muslim di Indonesia yang 
pada akhirnya terwujud masyarakat yang adil dan sejahtera, baldatun 
thayyibatun wa Rabbun Ghafuur. 
al-Mizan, Vol. 3, No.1, Hlm. 1-136, Februari 2019, ISSN : 2085-6792 
 
 
|91  
ANALISA UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT NO.23 
TAHUN 2011 DALAM PERSEPKTIF                                                              
ABU UBAID AL-QASIM AL-BAGHDADI 
Sultan 
Disamping itu, berdasarkan pasal 23 ayat 2 UU No. 23 Tahun 
2011 tentang  Pengelolaan Zakat yang berbunyi, “bukti setoran zakat 
sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut zakat hanya berlaku 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sehingga tidak 
berdampak signifikan dalam mendorong perkembangan zakat di 
Indonesia. 
Oleh karenanya, dari segi pemungutan zakat ini, tidak cukup 
hanya sekedar menunggu di sekretariat dan berhenti pada sistem yang 
keliru, tetapi harus menjemput bola dengan mengadakan pendataan 
yang akurat kepada wajib zakat dan pembenahan sistem antara 
kewajiban pajak dan kewajiban zakat. Semua lapisan umat Islam harus 
didata kekayaannya lalu dibuatkan kalkulasi penghitungan zakatnya 
sehingga diambil. Karena memang inilah perintah dari Allah kepada 
Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya lalu 
kemudian tugas itu diamanahkan kepada para petugas/amil zakat 
sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah: 103: 
    
  
     
     
      
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 
Dalam rangka inisiatif, para ‘amilin membantu untuk dapat 
dengan benar menuanaikan zakatnya. Karenanya sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya tentang pandangan Abu Ubaid dalam 
penghimpunan zakat yaitu para ulama membagi amwal (harta) itu ke 
dalam dua jenis yaitu yang tampak atau ditampakkan (zhahir) dan yang 
tidak tampak (bathin). Harta yang tampak misalnya binatang ternak 
dan perdagangan. Binatang ternak dapat dihitung dan perdagangan 
dapat ditampakkan dengan ilmu Akuntansi. Para ‘amilin berkewajiban 
membantu penghitungannya. Jadi, tidak hanya percaya saja melainkan 
perlu membantu membuat teknik penghitungannya. Adapun untuk 
amal yang bathinah, zakatnya diserahkan kepada muzakki, artinya 
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‘amilin percaya kepadanya tentang seberapa besar hitungan hartanya 
karena agak sukar untuk melacaknya, terutama dalam keterbatasan 
otoritas ‘amilin (Kemenag, 2012).  
 Dalam penyaluran, zakat mempunyai sasaran dan tujuan. 
Sasaran disini adalah pihak-pihak yang yang diperbolehkan menerima 
zakat, sedangkan tujuan adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi 
hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat 
memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kelompok muzakki. Sebagaimana tertera pada bab 1 
pasal 25 dan 26, zakat dibagikan kepada 8 (delapan) golongan 
sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an. Dalam penyalurannya, 
pemerintah melalui Kementerian Sosial misalnya dapat bekerja sama 
dengan BAZNAS dan LAZ sehingga tepat sasaran dan merata 
pendistribusiannya. Dengan mekanisme pengumpulan dan 
penyaluran zakat seperti ini, pemerintah dapat mengurangi 
kesenjangan social dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.   
Lebih lanjut, Abu ubaid mengutip beberapa hadits terkait 
pembagian zakat secara merata di antara asnaf yang delapan, 
كأزجأ ةينامثلا فانصلأا نم ٍدحاو ٍفنص يف ةاكزلا َتعضو اذإ لاق ةفيذح نع 
Dari Hudzaifah, ia berkata, “Apabila engkau telah menyerahkan harta kepada 
salah satu di antara ashnaf yang delapan, maka yang demikian itu sudah 
diperbolehkan (sah). 
Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “apabila engkau telah menyerahkan zakat 
harta kepada satu asnaf saja di antara asnaf yang delapan, maka yang 
demikian itu sudah cukup. Tujuan firman Allah dalam Surat At-
Taubah ayat 60: 
  
  
  
  
  
   
    
     
       
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 
al-Mizan, Vol. 3, No.1, Hlm. 1-136, Februari 2019, ISSN : 2085-6792 
 
 
|93  
ANALISA UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT NO.23 
TAHUN 2011 DALAM PERSEPKTIF                                                              
ABU UBAID AL-QASIM AL-BAGHDADI 
Sultan 
dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
Ayat di atas sebagai penegasan bahwa agar zakat tidak 
diberikan kepada selain golongan tersebut di atas. 
Selanjutnya, Abu Ubaid menyatakan kembali bahwa apabila 
zakat itu telah diserahkan kepada satu asnaf saja di antara asnaf  yang 
delapan,maka yang demikian itu telah mencukupi dan sudah boleh 
dikatakan sah”. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Malik mengenai 
prioritas penyaluran zakat berdasarkan ijtihad kemaslahatan dari 
penguasa. 
 ىلع لاإ نوكي لا كلذ ّنأ : تاقدصلا مسقيف اندنع هيف فلاتخا لا يّذلا رملأا :لاق كلام نع
 لاق :ىري ام ردقب فنصلا كلذ رثآ ددعلاو ةجاحلا هيف تناك فانصلأا ّيأف ،يلولا نم داهتجا
 لماعلل سيلو. ةاّمسم ةضيرف ةقدصلا ىلع 
Dari Malik, ia berkata, “Permasalahan yang sama sekali tidak ada perbedaan 
pendapat di sisi kami adalah mengenai pembagian zakat, yaitu pembagiannya 
adalah berdasarkan ijtihad kemaslahatan penguasa. Oleh sebab itu, asnaf  yang 
terbanyak dan asnaf yang paling membutuhkan, maka ia mesti didahulukan 
sesuai dengan kemaslahatan yang dilihatnya. Petugas zakat (‘amil) tidak 
mempunyai ketentuan yang pasti dan jelas. 
3. Sanksi atau Hukuman Bagi yang Enggan Berzakat 
Doktrin kewajiban zakat dalam Islam ditanggapi dengan 
berbagai macam respon oleh umat Islam sejak awal pensyariatannya 
sampai saat ini. Di antara umat Islam ada yang meyakini dan 
menjalankan kewajiban tersebut, ada yang meyakini tapi tidak 
menjalankannya atau melalaikannya, dan ada yang yang menolak 
sehingga tidak menjalankannya sebagaimana sejarah mencatat bahwa 
Abu Bakar pernah memerangi kaum murtad yang membangkang 
terhadap kewajiban zakat dan enggan membayarnya. 
Allah SWT memuji orang-orang yang menunaikan ibadah 
zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Nûr ayat 
37 sebagai berikut: 
    
     
  
   
    
  
    
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“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli 
dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 
membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati 
dan penglihatan menjadi goncang”. 
Sebaliknya Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang 
yang tidak menunaikan zakat yaitu akan diadzab pada hari kiamat 
sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ayat Al-Qur’an antara lain 
surat al-Taubah ayat 34-35 dan surat Ali Imran ayat 180 sebagai berikut: 
   
    
  
   
     
   
    
    
      
    
   
    
    
       
“(34)Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari 
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan 
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) 
dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 
(35) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu 
dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu 
dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk 
dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu 
simpan itu". 
Terdapat beberapa hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam 
Kitabnya mengenai penahanan zakat dan ancaman keras bagi orang 
yang tidak mengeluarkannya. 
 اّملف ،ِةبعكلا لظ يف سلاج وهو ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىلإ تيهتنا لاق رذ يبأ نع
 كاذف .مه نم ،ءيش يف لزنأ ّيلعل يلام تلقف .ةبعكلا ّبرو ،نورسخلأا مه لاق لابقم ينأر
 اثحو .اذكه لاق نم لاإ ،لااومأ نوريثكلا لاقف .يمأو يبأ ّمث .هلامش نعو هنيمي نعو هيدي نيب
 تءاج لاإ اهتاكز ّدؤي مل ارقب وأ امنَغ وأ ،لابإ عديف مكنم دحأ تومي لا هديب يسفن يّذلاو لاق
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 تداع اهارخأ تدفن اّملك اهنوّرب هحطنتو اهفافخأب هؤطت هنمسأو تناك اّمم مظعأ ةمايقلا موي
سانلا نيب ىضقي ّىتح اهلاوأ هيلع  
Dari Abu Dzar, ia berkata, “Aku mendekati Rasulullah, sementara beliau 
sedang duduk di bawah naungan Ka’bah. Tatkala beliau melihat aku datang, 
beliau bersabda, “Demi tuhan Ka’bah, mereka adalah orang-orang yang sangat 
rugi.’Lalu aku berkata, ‘Apa gerangan yang terjadi pada diriku, barangkali 
Allah telah menurunkan ayat teguran kepada diriku. Siapakah mereka itu?’ 
Rasulullah saw berkata, “mereka adalah orang yang mempunyai harta 
melimpah, kecuali orang yang mengatakan demikian.’ Beliau meraup debu 
yang ada di hadapannya, di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian Beliau 
bersabda lagi, “Demi Allah yang telah menguasai diriku, tidak ada di antara 
kami meninggal dunia, lalu dia meninggalkan unta, kambing atau sapi yang 
belum ditunaikan zakatnya melainkan binatang ternak itu akan datang pada 
hari kiamat dalam keadaan lebih besar dari sebelumnya dan lebih gemuk. 
Kemudian binatang ternak itu akan menginjak-injak kakinya kepada 
pemiliknya dan akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya yang tajam. 
Setiap kali binatang ternak itu mati, maka dia dihidupkan kembali untuk 
melakukan hal itu sehingga dia akan menghabiskan seluruh manusia yang 
tidak menunaikan zakat binatang ternak. 
Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 sebagai 
aturan hukum yang bersifat publik juga mencantumkan ketentuan 
tentang sanksi pidana yaitu pada Pasal 39 yang berbunyi: “Setiap orang 
yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat 
sesuai dengan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). Pasal 40 berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan 
melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dan pasal 
41 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan 
melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38  
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
Ketentuan pidana ini menunjukkan bahwa sanksi pidana 
diancamkan kepada pihak pengelola zakat yang lalai dalam 
melaksanakan tugasnya sementara umat Islam yang mampu dan lalai 
dalam menunaikan zakat tidak terjangkau hukum. Pelaksanaan 
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kewajiban menunaikan zakat diserahkan kepada kesadaran umat 
Islam. 
Penulis berpendapat, setelah mengetahui dalil-dalil mengenai 
pahala yang besar dan ancaman siksa yang sangat pedih di atas, 
Undang-undang ini belum menjawab aspirasi umat Islam tentang 
peran Negara dalam “memaksa” sebagaimana yang diinginkan oleh 
Syari’ dan yang dicontohkan oleh Salafusshalih kita terdahulu. 
Seharusnya sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap pengelola 
yang lalai dalam menjalankan tugas mengelola zakat tetapi mestinya 
juga diberikan kepada umat Islam yang mampu tetapi lalai 
menunaikan zakat karena di dalam zakat terdapat hak orang lain. 
Untuk itu perlu penyempurnaan dengan mencantumkan sanksi bagi 
muzakki yang ingkar dan enggan membayar zakat. Sehingga undang-
undang ini menjadi ideal dalam pelaksanaannya sesuai tuntunan 
Rasulullah SAW. 
Penulis berharap semoga pemerintah dapat mengaplikasikan 
citra baru “Good Governance” dan “Clean Governance” sebagaimana 
beberapa hadits di atas sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dari 
masyarakat dalam mengelola zakat. Alhasil, konsep Abu Ubaid 
mengenai peran Negara dapat berjalan sesuai aturan hokum Islam 
yang berlaku. 
 
D. KESIMPULAN 
UU No. 23 Tahun 2011 adalah hukum positif terbaru di 
Indonesia tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan UU 
sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999.  Berikut ini diuraikan 
beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Peraturan perundang-undangan mengenai zakat sudah 
melewati fase yang sangat panjang sejak kemerdekaan hingga 
saat ini. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki 
peran yang sangat menentukan dalam melahirkan hukum 
positif yang berkaitan dengan syari’ah Islam termasuk UU 
Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat adalah peraturan perundang-undangan terbaru yang 
mengakomodasi keperluan umat Islam dalam pelaksanaan 
kewajiban zakat. Di samping ibadah ritual, UU tersebut 
diharapkan mampu mengakomodasi keperluan umat lainnya 
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yaitu ibadah sosial yang mencakup hajat orang banyak dengan 
tercapainya potensi zakat yang lebih besar lagi. 
2. Para ulama klasik sebenarnya sudah banyak membahas tentang 
pengelolaan zakat oleh negara. Bahkan Abu Ubaid, seorang 
pakar keuangan publik pada masa lampau mengisyaratkan 
bahwa zakat merupakan bagian dari keuangan publik pada 
suatu negara. Negara wajib mengelolanya, Pengelolaan zakat 
oleh negara sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memiliki 
relevansi yang erat dengan pandangan Hukum Islam dan 
pandangan mayoritas ulama, baik klasik maupun 
kontemporer. Relevansi ini tidak hanya pada esensi yang 
terkait aturan normatif baik dalam hukum positif maupun 
hukum Islam, akan tetapi juga relevansi antara zakat dan 
kondisi ekonomi suatu Negara. Undang-undang No. 23 tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menerangkan bahwa 
zakat memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk 
menjalankannya. Hal ini senada dengan pemikiran Abu Ubaid 
dalam menilai peran Negara. Namun relevansi ini belum 
banyak diketahui oleh masyarakat muslim Indonesia 
dikarenakan lemahnya pendidikan sosio-ekonomi Islam yang 
diajarkan di sekolah/madrasah. Bahkan persepsi terhadap 
zakat masih keliru dan apatis. Alhasil, Negara belum mampu 
“memaksa” kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban 
zakat. Penulis menilai, Undang-undang yang terbaru masih 
belum menjawab aspirasi umat Islam tentang peran Negara 
dalam “memaksa” sebagaimana yang diinginkan oleh Syari’. 
Karena tidak memuat sanksi atau hukuman bagi muzakki yang 
enggan menunaikan zakat. Sanksi hanya ditetapkan bagi 
pengelola zakat atau ‘amil saja (pasal 37 dan 38). 
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